
130 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Abdullah Marlang dan Rina Maryana, Hukum Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015. 

Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem 
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia. Cv. Utomo,  
Bandung, 2004.  

Agus Haryanta. Dwi Nugroho A. Novi Hardianto. Pendataan dan 
Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering 
Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan, Jakarta, 
Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, 2013. 

Bambang Wawulyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2002. 

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. 

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum 
Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.  

Hanafi Mahrus Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2015. 

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.  

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 
Mirra, Yogyakarta, 2020. 

Junaidi Rahim, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada 
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta fajar 
interpratama official, 2006. 

Johar Iskandar, Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi 
Manusia. Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan 
Kehidupan Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. 

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2002. 

Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Bayu Media Publishing, Malang. 

Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal 
Sistem A Social Science Perspective), diterjemahkan oleh 



131 
 

 

M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009. 

Lee RJ. Riley J. Merrill R. Keanekaragaman hayati dan konservasi di 
Sulawesi bagian Utara, Wildlife Conservation Societies (WCS), 
Natural Resources dan Departemen Kehutanan, Jakarta, 2001. 

Mahrus ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. 

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & 
Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. 

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.  

Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban 
Pidana Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991. 

P. J. Gibbs dan K.L Astles, Ecosystem-Based Fisheries Management: An 
Austilian Perspsektive, Aquat, Living Resour. 2005. 

 

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi, 
Yogyakarta, Genta Publishing. 2009. 

Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2008. 

Zainal Abidi Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.  

Artikel dan Jurnal 

Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, Pendataan dan 
Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering 
Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan, 
Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, Jakarta,  
2013. 

Agus hryanta,dkk, Pendataan dan pengenalan Jenis satwa liar  dipasar 
burung yang sering diperdagangkan, wildlife conservation 
society, Bogor.  

Alikodra, H.S, Teknik Pengelolaan Satwa liar dalam Rangka 
Keanekaragaman hayati Indonesia, Institut Pertanian Bogor, 
wildlife conservation society. 

Arif Firmansyah, Sanksi Pidana Terkait Perdgangan Illegal Satwa Liar 
yang Dilindungi, Jurist-Diction, Vol.2 No. 3, 2019. 

 Diana Nofia Pesak, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan 



132 
 

 

Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, Lex Privatum, 8.3, 2020. 

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), Statistik Perikanan 
Tangkap Indonesia, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 
Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2015. 

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), 2015, Statistik Perikanan 
Tangkap Indonesia, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 
Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 

FAO, Code of Conduct For Responsible Fisheries, Rome. 41 p, 1995. 

Ft.satuan tugas sumber daya alam lintas negara kejaksaan agung republik 
indonesia. 

Hamzah K. H. Hasan. Amirullah, Penegakan Hukum Terhadap Prinsip 
Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Persfektif Hukum 
Islam), ejournaliainpalopo.ac.id/alamwal, Vol. 4. No. 2, 2019. 

Inggrit Fernandes, Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, Jurnal Hukum 
Respublica, Vol. 17 No. 1. 2017.  

Kementerian lingkungan hidup, Himpunan Perjanjian Internasional di 
bidang Lingkungan Hidup, 2007. 

Kemeterian Kelautandan Perikanan, Illegal Fishing No More! Komitmen 
Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing. Majalah Mina Bahari, 
Edisi 1,p. 14, 2015. 

Kementerian lingkungan hidup, Himpunan Perjanjian Internasional di 
bidang Lingkungan Hidup, 2007. 

Juliono Juliono dan M Ridhwan, Penyu dan usaha pelestariannya, 
Serambi Saintia, Jurnal Sains dan Aplikasi, 5.1, 2017. 

Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai 
Kejahatan Terorisme diakses dari http://www.mongabay. 
co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanper dagangan-satwa-
adalah-isu-keamanan-internasional/ diakses pada tanggal 15 
Agustus 2022 

Lee RJ, Riley J, Merrill R, Keanekaragaman hayati dan konservasi di 
Sulawesi bagian Utara. Wildlife Conservation Societies (WCS), 
Natural Resources, dan Departemen Kehutanan, Jakarta, 2001. 



133 
 

 

Muhamad,Simela Victor, Illegal Fishing di Perairan Indonesia: 
Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di 
Kawasan.Politica, 3 (1), 59-85, 10.22212/jp.v3i1.305, 2012. 

Roberts, C. M., P. J. Hawkins dan F. R. Gell, The role of marine reserves 
in achieving sustainable fiseheries Phil. Trans. R. Soc. B. 360, 
123-132, 2005. 

Scandol, J. P., M. G. Holloway, P. J. Gibbs dan K.L Astles, Ecosystem-
Based Fisheries Management: An Austilian Perspsektive. 
Aquat. Living Resour. 18, 2005. 

Seafish, The Seafish Guide to Illegal, Unreported, and Unregulated 
Fishing (IUU).Grimsby: The Authority on Seafood, 2012. 

Simanjuntak, M, Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap 
distribusi plankton di perairan Belitung Timur, Bangka Belitung, 
Journal of Fisheries Sciences, 11 (1). 

Suka’arsana. I Komang, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Ikan, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1 
(1). 1-5, 2018. 

Suman, A., Wudianto., Sumiono, B., Badrudin dan Nugroho, D, Potensi 
dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Ref 
Graphika dan Badan Penelitian dan Pengambangan Kelautan 
dan Perikanan, Jakarta, 2014. 

Tarsoen Waryono, Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar 
Yang Dilindungi Di Propinsi Dki Jakarta, Seminar Nasional 
Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan 
Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam, Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2022. 

Trusts, Pew, “How to End Illegal Fishing from Coastal Waters to the High 
Seas, Criminals are Robbing the Oceans and Hurting 
Economies.” A Brief from the PEW Charitable Trusts, 2022. 

Zebua, N. D. &Ramli. Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, 
Pdrb, Dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias 
(Analisis Data Panel). Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2 (8). 2014 

 

Perundang-Undangan 

UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 



134 
 

 

UURI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 

UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya. 

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan 

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 47 Tahun 2016 Tentang 
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan 

United Nations Convention on the Law of The sea (UNCLOS) Tahun 1982 

Website  

http://www.dephut.go.id, Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa 
Langka dilindungi.html (di akses tanggal 21 Mei 2022, pukul 
.23.45) 

https://icel.or.id/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-
belum-maksimal/ 

https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-
untuk-illegal-fishing. (diakses pada 27 Mei 2022 Pukul 19.14) 

WahyuChandra,.2022.https://www.mongabay.co.id/2022/01/18/perdagang
an-liar-penyu-hijau-di-sulsel-berhasil-digagalkan/ (diakses pada 
27 Mei 2022 Pukul 20.14) 

Ninna Hannadi. 2021. https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-
kita/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-
perdagangan-satwa-liar-dunia/ (diakses pada 22 Agustus 2022 
Pukul 20.08) 

https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia (diakses pada 
tanggal 10 Feb 2023 Pukul 1.36) 

http://www.dephut.go.id. Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa 
Langka dilindungi.html (di akses tanggal 21 Mei 2022. pukul 
.23.45) 

https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-
untuk-illegal-fishing. (diakses pada 27 Mei 2022 Pukul 19.14) 

Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai 
Kejahatan Terorisme diakses dari http://www.mongabay. 
co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanper dagangan-satwa-
adalah-isu-keamanan-internasional/ ( diakses pada tanggal 15 

http://www.dephut.go.id/
https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-untuk-illegal-fishing
https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-untuk-illegal-fishing
http://www.dephut.go.id/
https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-untuk-illegal-fishing
https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-untuk-illegal-fishing


135 
 

 

Agustus 2022) 

Roberts. C. M.. P. J. Hawkins dan F. R. Gell. The role of marine reserves 
in achieving sustainable fiseheries Phil. Trans. R. Soc. B. 360. 2005. 

Valerie Augustine Budianto, S.H. https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-
asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-
beserta-contohnya-cl6806/ (diakses pada tanggal 7 Agustus 
2023 Pukul 18.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Dokumentasi penelitian pada Polda Sulawesi Selatan 

2. Dokumentasi penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 
Sulawesi Selatan 

3. Dokumentasi penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 
Kabupaten Pangkep 

4. Surat Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama penyidik Polda Sulawesi Selatan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara bersama Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan 
(DKP) Sul-sel 

 
 



138 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten 
Pangkep 

 

 


